
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.883, 2017 LKPP. INPASSING. Pejabat Fungsional. Pengelola 

Pengadaan Barang/Jasa.  
 

PERATURAN 

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

NOMOR 3 TAHUN 2017 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING PEJABAT 

FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA   

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk menjamin kelancaran dan tertib administrasi 

pelaksanaan penyesuaian/inpassing Pejabat Fungsional 

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, serta untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 

2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam 

Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/ Inpassing, perlu 

menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Pejabat Fungsional 

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; 

 

Menimbang : 1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 

Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai 

Negeri Sipil  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5121); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 

tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

6. Peraturan  Presiden  Nomor  106   Tahun   2007  

tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
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Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang    

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun  

2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik   

Indonesia Tahun 2014 Nomor 314); 

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5655); 

8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 235); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 77 

Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola 

Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya  (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 67);  

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 

tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam 

Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

1962); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PETUNJUK 

TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING 

PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN 

BARANG/JASA. 

 

Pasal 1 

(1) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing 

Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 

merupakan pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian 

Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk 

melaksanakan penyesuaian/inpassing dalam Jabatan 

Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. 

(2) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing 

Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Kepala Lembaga ini. 

 

Pasal 2 

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku, 

ketentuan mengenai persyaratan Penyesuaian/Inpassing yang 

diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pembinaan 

Kompetensi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan 

Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 1877), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 3 

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

 Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 12 Juni 2017 

 

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN 

PENGADAAN BARANG/JASA 

PEMERINTAH, 

 

ttd 

 

AGUS PRABOWO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 22 Juni 2017 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

             ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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